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Mengingat

BUPATI SUKAMARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan partisipasi masyarakat
desa, perlu adanya Lembaga Kemasyarakatan Desa;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 dan 97 Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan
ketentuan mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggraan

Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas,
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi
Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4857);



Menetapkan :

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Nomor 01);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA

dan
BUPATI SUKAMARA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah
sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Sukamara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah
Kabupaten.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.



9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang merupakan  perwujudan  demokrasi  dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai kebutuhan Desa merupakan mitra Pemerintah Desa
dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

13. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan
pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan
evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan desa.

BAB Il
TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Di desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.

(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah
desa melalui musyawarah dan mufakat.

(3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman
pada Peraturan Daerah ini.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dan tujuan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan mitra pemerintah desa
dalam memberdayakan masyarakat desa.

BAB IV
JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 4

(1) Jenis Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD), Tim Penggerak PKK Desa, Karang Taruna
Desa, RT/RW, Lembaga Adat dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

(2) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat
setempat dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Lembaga Kemasyarakatan yang berkedudukan di desa merupakan
lembaga masyarakat yang bersifat lokal dan secara organisatoris
berdiri sendiri.



BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 5

(1)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih secara musyawarah
dan mufakat dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan,
kemampuan dan kepedulian terhadap masyarakat desa yang berasal
dari pemuka agama, tokoh masyarakat, pemuda dan kalangan profesi
di desa setempat.

(2)Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak boleh dirangkap oleh Kepala Desa, Perangkat
Desa,Ketua BPD dan Anggota BPD.

(3) Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan Desa terdiri dari :
a. Ketua;
b. Sekretaris;
c. Bendahara; dan
d

Anggota pengurus lainnya yang dibagi dalam seksi-seksi sesuai
dengan kebutuhan.

(4)Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
secara musyawarah dan mufakat yang dipimpin oleh Kepala Desa.
(5)Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan

dengan masing-masing jenis kelembagaan masyarakat desa.
(6)Jumlah anggota pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa disesuaikan
dengan kebutuhan masing-masing desa.

(7)Pengangkatan dan pemberhentian pengurus RT/RW, Lembaga
Pemberdayan Masyarakat Desa (LPMD) dan Karang Taruna oleh
Kepala Desa.

(8) Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Tim Penggerak PKK Desa
oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

(9)Pengangkatan dan pemberhentian pengurus Lembaga Adat Desa oleh
Damang Adat Kecamatan.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

Tugas Pokok Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :

a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;

b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan
mengembangkan pembangunan secara partisipatif;

c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan
swadaya masyarakat;

d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka
pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,
Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai fungsi :

a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan,;

b. penanaman dan pemupukkan kerukunan, rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik
Indonesia,;



c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;

d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan
hasil-hasil pembangunan secara patisipatif;

e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa partisipasi, serta
swadaya gotong royong masyarakat;

f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan

g. pemberdayaan hak politik masyarakat.

Pasal 8

Kegiatan lembaga kemasyarakatan ditujukan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

a. peningkatan pelayanan masyarakat;

peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
pengembangan kemitraan;

pemberdayaan masyarakat; dan

pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
masyarakat setempat.
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BAB VII
HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

(1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah
Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan.

(2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga
Kemasyarakatan lainnya di Desa bersifat konsultatif dan koordinatif.

BAB VIl
SUMBER DANA

Pasal 10

Sumber Dana Lembaga Kemasyarakatan Desa diperoleh dari:
a. swadaya masyarakat;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

d. bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Daerah;

e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pemerintah Daerah dan Camat melakukan fungsi pembinaan dan
pengawasan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 12

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 meliputi :

a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan;



b. memberikan pedornan penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif;

c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan
pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;

d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta
pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga
Kemasyarakatan;

f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga
Kemasyarakatan; dan

g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga
Kemasyarakatan.

Pasal 13

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 meliputi :

a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan
Lembaga Kemasyarakatan;

b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga
Kemasyarakatan;

c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;

e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan
kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga
Kemasyarakatan; dan

g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan
Lembaga Kemasyarakatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI SUKAMARA,
ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 24 Februari 2012

SEKRETARIS

DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA,
ttd.

SUMANTRI HADI WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2011 NOMOR 8



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

PENJELASAN UMUM

Bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan
untukn mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menuju masyarakat
agamis, demokratis, adil dan sejahtera, diperlukan Lembaga Kemasyarakatan seperti
rukun tetangga, rukun warga, PKK, karang taruna dan lembaga pemberdayaan
kemasyarakatan bertugas membantu pemrintah desa dan merupakan mitra dalam
memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat didesa berfungsi sebagai wadah
partisipasi dalam pengelolaan pemnagunan agar terwujud demokratisasi dan transparansi
pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong memotivasi, menciptakan
akses agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan pembangunan.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.
Pasal 2
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Ayat (7)
Cukup Jelas.
Ayat (8)

Cukup Jelas.



Ayat (9)
Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.
Pasal 7

Cukup Jelas.
Pasal 8

Cukup Jelas.
Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas.
Pasal 11

Cukup Jelas.
Pasal 12

Cukup Jelas.
Pasal 13

Cukup Jelas.
Pasal 14

Cukup Jelas.
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